
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR larAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakaa ketentuaa pasal 10g ayat (3) dan
Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 iahun 2O2+
tentang Pqiak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi penjualan Hasil produksi Usaha
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor g rahun 19g1 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g1
Nomor 76, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa ka_li diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor Z Ta,hun 2OZL tentang
Harmonisasi . peraturan perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

3. Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimala telah beberapu t ufi
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor T Tahrtn 2o2l
tentang_ Harmonisasi peraturan perpajal<an (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta,hun 2021 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 6736);

4. undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor
118, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor4433) sebagaimana telah diubah dtngan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas 

"Undangl
Undang Nomor 31 Tahun 2004 t-ntang perikanan lf,emtaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s073);
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5. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 20O6 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 TaJwn 2022 tcntang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s613);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2O24 tentang Kabupaten
Aceh Utara di Aceh (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6930);

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan darr Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15
Nomor105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015
tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana perkebunan
Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 134);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

13. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman ?eknis Pengeiolaar Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2O24 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Talnn 2O24 Nomor 1, Tambahan
Lembara-n Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);
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MEMUTUSi(AN:

MenetapKan :PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dal/atau
diberikal oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dima.ksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dal prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Ta-hun 1945.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

7. Peralgkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRK dalam penyelenggaraaa Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten.

8. Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi adalah Perangkat
Kabupaten yang melaksanakan pemungutan retribusi dari
tahapan penetapan besaran, permohonan, pembayaran dan
penyetoran, pelaporan, pembetulan, pembatalan dan
pengurangan ketetapan, dan penagihan retribusi.

9. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan
kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.

10. Pejabat adalah pegawai yarrg diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanal barang, jasa, dan/atau
perizinan.
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12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak mela-kukan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroar Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
badan usaha milik Gampong, dengan nama dan da_lam bentuk
apapun, firma, kongsi, Koperasi, darra Pensiun, persekutuan,
perkumpuian, yayasan, orgalisasi massa, organisasi sosial
politik, atau orga-nisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrat investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh oraag pribadi
atau Badan.

15. Masa Retribusi ada.lah suatu jangka waktu tertentu yang
merupaJ<an batas wal<tu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Kabupaten yang bersangkutal.

16. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti
pembayaran secara tunai dari w4iib retribusi kepada kasir
atau Bendahara Penerimaan.

17. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formuiir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daera_h melalui
tempat pembayaran yarg ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya
disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
STRD, adalai surat untuk mela-kukan tagihan retribusi
dan/ atau sanksi administratif berupa denda.

20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bavar, yang
selanjutnya disebut SKRDLB ada-lah Surat Ketetapan Retribusi
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Pemeriksaal adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang
dilal<sanal<an secara objektif dal profesional berdasarkan
suatu staldar pemeriksaan untuk menguji kepatuhal
pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi Kabupaten.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang tedadi
serta menemukal tersangkanya.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa-l 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata
cara pemungutan retribusi penjualal hasil produksi usaha
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

(2) Tujual Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses
pemungutan bagi wajib retribusi atas penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. narna, objek, subjek, dan wajib retribusi;
b. penetapan besaraa retribusi;
c. permohonan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
d. penagihan retribusi;
e. pengemba-lian kelebihan pembayaran retribusi;
f. kedaluwarsapenagihan;
g. keberatan dan banding; dan
h. pendeiegasiaa kewenangar pemungutan retribusi.

RAR TV

NAMA, OBJEK, SUEUEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah retribusi atas
penjualan benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Jaloh
Kecamatan Sawang, hasil produksi usaha lainnya berupa
penjualan hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil
perkebunan-sawit.

Bagiaa Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5

(1) Objek Retribusi adalah penjualan benih ikan produksi pada
Balai Benih Ikan Pante Jaloh Kecamatan Sawang, hasil
produksi usaha lainnya berupa penjualan hasil pertanian-
rambutan dan penjualan hasil perkebunan-sawit.

(2) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. benih ikan terdiri dari:

1) ikan nila (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/konsumsi);

2) ikan lele (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/ konsumsi);
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3) ikan gurame (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/ konsumsi);

4) udang galah [iuvenile, tokolan 1, tokolan 2, calon induk,
induk, udang afkir/konsumsi);

5) ikan tawes (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/konsumsi); dan

6) ikan mas (benih, calon induk, induk, dan ikan
afkir/konsumsi);

b. penjualan hasil pertanian-rambutan; dan
c. penjualan hasil perkebunan-sawit.

(3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Hasil
Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan
produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihal< Swasta.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakal penjualaa
benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Jaloh
Kecamatan Sawang, hasil produksi usaha lainnya berupa
penjualal hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil
perkebunan-sawit.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa penjualal
benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Ja_loh
Kecamatan Sawang hasil produksi usaha lainnya berupa
penjualan hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil
perkebunan-sawit.

BAB VI
PERMOHONAN, PEMBAYARAN DAN PEI{YETORAN RETRIBUSI

Bagiaa Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembelian hasil
produksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Bupati
melalui Perangkat Kabupaten Pemungut Retribu si.

6

Bagia-n Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi atau Badan yang
menikmati penjualan hasil produksi usala Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi atas penjualan hasil
produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
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(2) Permohonaa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilengkapi
persyaratan sebagai berikut:

a. Surat permohonan; dan
b. Fotokopi identitas yang masih berlaku.

(3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a tercartum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturaa Bupati ini.

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 9

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Kabupaten pemungut
Retribusi.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),
Perangkat Kabupaten Pemungut dapat menyetujui atau
menolak permohonan pembelian hasil produksi Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara.

(3) Khusus Objek Retribusi penjualan Hasil Pertanian-Rambutan
dan Penjualan Hasil Perkebunan-Sawit, surat permohonan
dilengkapi dengan perhitungan taksiran hasil produksi.

(4) Da,lam ha1 permohonan disetujui, Perangkat Kabupaten
Pemungut menerbitkan SKRD atau Surat Perjanjian
pembelian hasil produksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

(5) Dalam hal permohonan ditotak, Pe rargkat Kabupaten
Pemungut Retribusi memberitahukan seca_ra tertulis kepada
pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dipungut berdasarkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Sama.

(3) Format SKRD dan Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\ tercantum dalam
Lampiran II yalg merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratuan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyetoran Retribusi

Pasal 1 1

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaraa atau penyetoran
Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.

(2) Pembayarar Retribusi dapat dilalukan pada Bendahara
Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.
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(3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non
tunai melalui:

a. Setor lalgsung pada Bank yang telah ditentukan;
b. Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh

Uta-ra;

c. Menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai
lainnya; atau

d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

( ) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi
menyerahkal bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada
Peralgkat Kabupaten Pemungut Retribusi.

(5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan
pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja
berikutnya.

(6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.
(2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

dikeluarkan oleh Perangat Kabupaten Pemungut Retribusi setela_tl
7 (tujuh) hari seja-k tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Da.lam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejat< tanggal Surat
Teguran sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan, Wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

(a) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tida_k membaya-r tepat pada
waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar i% (satu persen) per
bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kuraag dibayar
dihitung dari tanggai jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling iama 24 (dua
puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiraa IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) WEib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengemba"iian
kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

A
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a. Nama Wajib Re tribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
c. Masa dan tahun Retribusl;
d. Perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wqiib

Retribusi;
e. Basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
f. Nomor rekening Bank Wajib Retribusi.

(3) Permohonsl selagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dokumen:

a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimatsud dalam Pasal
1, Bupati melaiui Kepala Perangkat Kabupaten pemungut
Retribusi melakukan penelitian permohonan dal pemeriksaan
da-lam rangka penerbitan SKRDLB.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dima-ksud pada ayat (1), meliputi
kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. menolak denga-n menerbitkaa surat penolakan beserta
dengan alasal penolakan; atau

b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan
pembayarar Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.

(3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Perangkat
Kabupaten Pemungut Retribusi melakukan perhitungan
kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) largsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi.

(5) Format SKRLB sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran V yang merupalan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai
pengelolaal keuangan daerah.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

( 1) Hak untuk melal<ukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika WEib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

I
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b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuar utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut
Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bular sejat tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wqiib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaraa;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelalsanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

(l) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tartgga-l surat keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (U, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten
Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.

A

ff
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(3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(a) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1)

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima
seluruhnya.

Pasal 18

(1) Jika pengqjuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan
ditambah imbalan denda sebesar O,6Vo (nol koma enaln
persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKRDLB.

BAB XI
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dalam melaksanakan pemungutan terhadap objek
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didelegasikan
kepada Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.

(2) Pendelegasian Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi
Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. benih ikan terdiri dari :

1) ikan nila (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/konsumsi);

2) ikan lele (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/konsumsi);

3) ikan gurame (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/konsumsi);

4) udang galah fiuvenile, tokolan 1, tokolan 2, calon induk,
induk, udang alkir/konsumsi) ;

5) ikan tawes (benih, calon induk, induk, dan ikan
alkir/konsumsi); dan

6) ikan mas (benih, calon induk, induk, dan ikan
afkir/konsumsi);

didelegasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Aceh Utara;

b. penjualan hasil pertanian-rambutan didelegasikan kepada
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh
Utara; dan

c. penjualan hasil perkebunan-sawit didelegasikan kepada
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Aceh Utara.

A



-12-

BAB XII
KETENTUAN PENU'IUP

Pasa-l 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta-nggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam tserita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada

t hml 1446H

UTARA,

,.1

R

"t'

Diundangkan di Lhoksukon
pada tangga-l A_/u.6u:4!d 2A!M

7/ lrtowlrt 4wrL1446 lf

S DAERAH
EH UTARA

),l)(
UJ

o
!1 C

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARI^ TAHUN 2024 NOMOR .4.a

.I
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LAMFIRAN I
PERA'TLIRAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR 4z TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SURAT PERMOHONAN

HASIL

Kepada Yth,
Kepala Dinas

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pembelian hasil produksi
usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu

Berupa (Benih Ikan / Rambutan / :

Sawit)

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :

Pekeriaan :

Nomor telepon :

Banyaknle

Ukuran

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan
1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih

......, ...20....

(Pemohon)
Nama

EH UTARA

\o

aI--



-14-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR q9- TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

a. Format Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten

HASIL

Nomor(ra} Kop pERANGKAT
Ei, KABUPATEN PEI\IU NGUT

SKRD
SURAT KETETAPAN

RETRIBUSI KABUPATEN
ACEH UTARA

Tahun Anggaran
Nama
Alamat
NPWRK

.latuh

JumlahRetribusiNo
I
2.
3
4
dst
Jumlah Ketetapaan Pokok

1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Daerah Pemungut Retrihusi/Kas Daerah
kepada pejabat yang ditunjuk.

2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak ditenma, maka
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2o/o (duapersen) perbulan.

Terbilang

Jumlah Denda
Jumlah Keseluruhan

Perhatian

Ruang untuk teraan
/Kas Register /TandaTangan Petugas
Penerima

Diterima Oieh :

Petugas Tempat Pembayaran
Penyetor,

Narna

Tanggal :

Tanda Tangan :

Guting di sini

TANDATERIMA No. SKRD:

Yang Menerima

NPWRK
NAMA
Alamat

A

Tr

Kepala Dinas/ An Kepala SKPK

(..
NIP.

( )

.,....Tahun...
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR t9- rawvN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

a. Format Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten

HASIL

(B)) KoP PERANGKAT
\-g KABUPATEN PEMUNGUT

SKRD
SURAT KETETAPAN

RETRIBUSI KABUPATEN
ACEH UTARA

Nomor

Tahun Anggaran
Nama
Alamat
NPWRK
Tanggal Jatuh Tempo

No Objek Retribusi Jumlah (Rp.)
I
2
3
4
dst
Jumlah Ketetapaan Pokok
Jumlah Denda
Jumlah Keseluruhan

Terbilang

Perhatian
1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Daerah Pemungut Retribusi/Kas Daerah

kepada pejabat yang ditunjuk.
2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah walrtu 30 had sejak diterima, maka

dikenakan sanksi administrasi sebesar 2o/o (duapersen) perbulan.

Kepala Dinas/ An Kepala SKPK ..

(...
NIP

)

Ruang untuk
/Kas Register
Tangan
Penerima

teraan
/Tanda
Petugas

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal :

TandaTangan:
NamaTerang :

Penyetor

( .)

Cuting di sini

TANDATERIMA No. SKRD

Tahun.
NPWRK
NAMA
Alamat Yang Menerima

)

A

tr

(
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b. Surat Perjanjian Kerja Sama

SURAT PERJANJIAN KE A SAMA
NOMOR: / sPK/

Talun....... , kami yang bertandaPada hari ini.....Tanggal........Bu1an Januari
tanggan dibawah ini :

1. Nama Kepaia Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Aceh Utara seiaku penanggung jawab
Kebun Grou.tth Centre, selanjutnya disebut PiHAK
PERTAMA.

2 Nama
Petani/ Pekebun Alamat Gampong. . ... ... Kec. . . ..... . ., selaku
pengelola/ pelaksana pemeliharaan Kebun Groalth Centre,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihal sepal<at untuk mengadakan Peq'anjian Kerjasama (Kontrak)
yang mengikat dan bera_kibat hukum bagi kedua belah pihak untuk mengelola
Kebun Grotuth Centre, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAI 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
telah setuju menerima dan mela.ksanakan tugas untuk mengelola kebun Grouth
Centre berlokasi di Gampong Teupin Keubee Kecamatan Lhoksukon yang
meliputi pekerjaan Menjaga, memelihara dan memanen kebun Grou.rth Centre.

PASAL 2
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 adalah selama 12 (dua
belas ) bulan mulai tanggal l Januari sampai dengan 31 Desember 2O.......;

PASAL 3
BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PENYETORAN

1. PIHAK PERTAMA sepakat dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia
mengikat kontrak pengelolaan kebun Grozzf h Centre berlokasi Gampong
Teupin Keubee Kec. Lhoksukon dengan besaran kontrak pengelolaal Sebesar
Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah ).

A

I ,l

2. Biaya sebagaiman tersebut pada poin 1 diatas,dapat disetor oleh PIHAK
KEDUA secara bertahap pertriwulan kepada Bendahara Penerimaal Dinas
Perkebunan, Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
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PASAL 4
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu memenuhi kewajiban penyetoran biaya
penen yang telah disebutkan dalam Pasa-l 3 diatas dan tidak mampu menjaga
dan rnemelihara kebun Grouth Centre dengan baik, maka PIHAK PERTAMA
dapat memberikan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama (Kontrak).

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi
beban PIHAK KEDUA.

2. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih
dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan
penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pengelola Kebun

Petani

PIHAK PERTAMA
Penarrggung Jawab Kebun

Kepala Dinas
NIP

UTARA

_{,

1I
/f It /r:\
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR { ?.raHuN 202+
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN (SSRD)

*) Beri tancla J pada totak [-l sesrai clengarr ketetapan varrg dimiliki

HASIL

UTARA

,^

P
o

s

\@
KOP PERANGKAT

KABUPATEN
PEMUNGUT

SSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN)

Tahun.

Nama

N"arnat

NPWRK

Menyetor Berdasarkan SKRD

SKRKLB

SK keberatan
Tahun:

STRD

SK Pembetulan
Lain lain
No. UrutMasa Reuibusi

No Jenis Retribusi Jumlah

Jurnlah Setoran Retribusi
Dengan Huruf

RuaIg u[tuk Teraan / ](as
Register / Tanda Tangan
Petlrgas Penerima

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran
Tanggal;

TandaTangan:

NarnaTerang :

Tahun......
Penyetor

( )

tr"
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR /r r- TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

a. Surat Teguran

KOP PERANGKAT
KABUPATEN PEMUNGUT

HASIL

Kepada Yth,

di-

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih
tunggakan Retribusi Kabupaten sebagai berikut :

mempunyai

Jenis Retribusi Tahun Nomor & Tanggal
SKRD, STRD, SK

Keberatan, SK
Pembetulan *)

Tanggal
Jatuh
Tempo

Jumlah
Tagihan

(Rp)

Jumlah

Dengan Huruf : (.. ..........)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat
melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran
ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar
Saudara segera melaporkan kepada kami.

Tahun..
Kepala,

w
A

NIP
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b. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten

KOP PERANGKAT
KABUPATEN PEMUNGUT

Nomor UrutSTRD
Surat Tagihan Retribusi
Kabupaten
Masa Retribusi :

Tahun :

Narna

Alamat
NPWRK

Tanggal Jatuh Tempo

peueriksaan atau berdasaarkam Keterangarr lain atas pelal<sanaal kewajibarr
Ayat Retr-ibusi :

Nama Ritribusi :

petrclitial darr / atzrut.

tl. Dali Penelitian ataLrdan tersebnt diperueriksaan atas, masihjumlalrlrcnghitungan halus adalal'r]-arrg dibavar
berikut

Berclasan'kan 27 Undafig-Unda_ng RI Nouror- 18 Tallur 1997 tclah

I Retribusi Krrang Bayar Rp.
2 Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasa_l 27 Ayat [2) Rp.
.iuurlah yang masih harus dibarrar (l+2a) Rp.

Dengan Hnruf
PDRIlAl'IAN

1

STRK ini tidak atau kurang dibaya,r setelah lewat waktu ltaling la_ma 30 hariApabila
([iterima

I larap penyetoran dilakukarr bendahara atau Kas Daerah derrgzur MeuguunerkarI Surat Setor.arl
Rerribr:si Kabupaten (SSRli)

sejak STRK ini
sanksi administrasi ber-upa br sebesar' 2 o/o kltta.pq,sen) perl:ulan

NIP

, ...............Tahrrn
Iir:pala / Arr. Iiepala SKPI{

Gunting disini

No. SIRD ...

TANDA TERIMA

Yalg 14etrelinra
'l'erhurr

(
)

NPWRK

NAMA

Alarl. at

ACEH UTARA

.-1

"r,(-:l

t,

@

,2

(

t
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4tL TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR SKRT)

CEH UTARA

HASIL

Pj

* "-a-7-

{I,,

SKRDLB
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI

KABUPATEN LBBIH BAYAR
Masa Retribusi :

Tahun :

omor

@
arna

KOP PERANGKAT
KABUPATEN
PEMUNGUT

Alam:.t
NPWRD

No Jumlah Rp.
1

2
J

Terbilang

i
c

Kepala Dinas/ An Kepala SKPK

)(

N]P
Ruang untuk teraan
/Kas Register /TandaTangar^ Petugas
Penerirea

Diterima Oleh :

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal :

Tanda Tangan :

NamaTerang :
)

GrrLing di sini

TANDATERIMA

Yang Menerima

Tahun.

I

N o. SI(RDLB

NPWRD
NAMA
Alam21

v.

CINDO

dst

a.

Jumlafr Keselurufran

Halap penyetoran dilalrukau di Perangkat Daerah Pemungut Retribusi/Kas Daerah
kepada pejabat yang ditunjuk.
Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2o/o ld:uapersen) perbulan.

Perhatian :

Penyetor

)


